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Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum
Administrasi Negara dan Hak Aszasi Manusia

Victor Imanuel W, Nalle*
OOl Intps:) fdol orgf 102 2304 pen wdn a2

Abstrak

Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Creanisasi Kemasyarakatan mendapat
kritik karana membatasi kebebasan berserikat dan memberi peluang pemerintah untuk
mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tanpa melalui putusan
pengadilan. Berdasarkan perspektif demokrasl deliberatii, tidak adanya proses deliberasi
dalam pembentukan hukem dapat membuka peluang repres) negara terhadap masyarakat
sipil. Selain itu, berdasarkan perspektit rule of fow, tidak adanya deliberasi dalam proses
pengundangan mempearlemah basis legitimasi dalam pembentukan hukum. Analisisdengan
pendekatan konseptual dan perundang-undangan dalam tulizan ini menunjukkan bahwa
walaupun pemernntabh memiliki alasan yang kuat terkait aspek kekosongan hukum tetapl
juga memilikl kelemahan substansial, Pertama, minimnya deliberasi di ruang publik dalam
pembentukan Perpu Ormas melemahkan legitimasi. Keduo, lemahnya argumentasi
pEngEUNaan asas contranus octus sebagai alzsan mendesak untuk membentuk perpu.
Ketigo, pembatasan terhadap kemerdekaan berserikat kontradiktif dengan jaminan dalam
konstitusl, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28] Undang-Undang Dasar 1945, vang secara tegas
menyvatakan batvwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan tidak
menyebutkan perpu sebagaiinstrumen yang dapat membatasiderogoble rights.

Kata kunci: contrarius actus, hak asasi manusia, hak berserikat, arganisasi masyarakat,
persturan pemerintah penggant undang-undang.

Principle of Contarius Actus on Government Regulations in Lieu of Law on Mass
Organization: Critiqgues from Administravite Low and Human Rights
Perspectives

Abstract

Govermment Regulabion in Liey of Law Number 2 of 201 7 en Amendmrent of Law Number 17
of 2013 on Social Orgonizobons (Perpy on Amendrrent to the Low on Soclol Qrganizations ) is
criticized for imiting freedom of assoclation and allowing the government to revoke the
stotus of legal body of sociol orgonizations without going through court decisions. Based on
the perspective of deliberotive democrocy, the obsence of o deliberotion process in the
legislation process con open up opportunities for stode repression against ohvll sociery,
Mareover, based on the rule of low perspective, the absence of deliberations in the
legisiation process undermines the legitimacy. The analysis with the comceplual amd

* Dasei Fakidfas Hukam Universaas Katodk Darma Cendika, B O & H, Soekarmsa 201 Surabaya 60017,
wicnaiie Byahog.com. S.H. |Universias Brawiya), M.H. {niversitas Asdangga).
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iegisiotve gpproach in this paper shows thot olthough the governmment has strong reasons
for the legal vend aspects but olso hos substantial weaknesses. First, the lack of deliberobion
in thve public sphere in the formation of the perpy can undermines legiimacy, Secomdly, the
use of contrarius octus principle as urgent reason is @ weok grgument for establishing the
Perpu, Thirdly restrichons on freedom of associafion contradict the guorantees of the
constitution, particilary Article 28 and Article 281 of the 1945 Cohstitution, which expressiy
stabe that restricBons must be establshed by low ond do rol mentforn the perpu as an
instrurment that may imit deregable rights,

Keywords: controrius actus, human rights, freedom of association, moss argamization,
government reguiation in e of low.

A. Pendahuluan

Pemerintah pada tahun 2017 telah mengundangkan dua peraturan pemerinmtah
pengganti undang-undang [perpu) yaitu Perpu Momor 1 Tahun 2017 tentang Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perpu Momaor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahup 2013 tentang Organisasi
kemasyarakatan (Perpu Ormas). Berbeda dengan perpu yang pertama, Perpu
Ormas menual pro dan kontra, Kubu yang menolak Perpu Ormas direpresentasikan
aleh beberapa arganisasi kemasyarakat (ormas) Islam dan lembaga pro demokrasi
yvang mengkritik perpu tersebut sebagal kemunduran dalam demokratisasi
Indonesia. Hizbut Tahrir indonesia (HTI), ormas yang tampaknya menjadi sasaran
dari perpu ini, berencana untuk mengajukan permohonan ujl materil ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Di sisi kain, kubu yang pro {salah satunya adalah Nahdiatul Ulama)
memandang positif perpu inl darl perspektf kemanfaatannya dalam menangkal
gerakan ant-Pancasila dan anti-Negara Kesatuan Republik Indanesia (MER).

Kritik terhadap Perpu Ormas didasarkan pada perspektif Hak Asasi Manusla
(HAM ], Perpu ini dianggap membatasi kebebasan berserikat yang telah dijamin
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, mekanisme
pembubaran tanpa melalui putusan pengadilan merupakan kemunduran jika
dibandingkan dengan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
kKemasyarakatan (UL Ormas) yang mengatur mekanisme pembubaran berdasarkan
putusan pengadilan. D sksilain, plhak yang sepakat terhadap perpu inl memandang
ancaman radikalisme yang berasal dari gerakan ormas tertentu tidak dapat diatasi
dalam waktu dekat jika harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu.
sementara gerakan ormas yang radikalis tersebut semakin mengancam eksistensi
Pancasilasebagai dasar negara.

Selain itu, pihak yang kontra juga mengkritik penggunaan asas contranus actus
sebagal dasar pembentukan Perpu Ormas. Koallsi Masyarakat Sipll Tolak Perpu
Ormas dalam skaran persnya berpendapat alasan pemerintah yang menilai
ketiadaan asas contrarivs actus untuk membubarkan ormas berbadan hubkum
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dalarn UU Ormas tidakiah tepat dan bahkan tdak berdasar. Menurut Koalisi
Masyarakat 5ipil Tolak Perpu Ormas, tidak ada keharusan secara hukum lembaga
yang memberikan pengesahan secara otomatis memifiki kewenangan mencabut
atau membatalkan status badan hukum organisasifentitas yang bersangkutan.
Sudah sedemikian banyak lembaga, institusi, dan badan hukum yang tidak dapat
dibubarkan cleh lembaga atau Institusl yang mengesahkannya, Justru mekanlsme
pembubaran atau pencabutan status badan hukum umumnya mest melalui
mekanisme peradilan.!

Walaupun menjadi pro dan kontra, tetapi pemerintah akhirnya menggunakan
Ferpu Ormas tersebut sebagal landasan pembubaran HTL HTI tercatat sebagal
Badan Hukum Perkumpulan dengan Momor Register AHU-00282.60,10.2014 pada 2
luli 2014 dan kemudian, dengan mengacu pada Perpu Ormas, dicabut statusnya
sebagai badan hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No, AHL-
30.4H.01.08 Tahun 2017. Pencabutan tanpa melalul putusan pengadilan tersebut
sesuai dengan yang telah diatur dalam Perpu Ormas yang didasarkan pada prinsip
confrarius actus, bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mencabut kemball
kepgusan vangtelahdibuatnya.

rlepas dari segala aspek polits terkait pambubaran HTI, permasalahan hukum
ini perlu dianalisis dari perspektf yuridis normatif untuk menjawab pertanyaan
utama, yaitu apakah pemerintah dapat membatasi kebebasan berserikat dengan
didazarkan pada Perpu dan tanpa melalul putusan pengadilan? Untuk menjrwab
pertanyaan utama tersebut, tulisan ini akan menganalisis Perpu Ormas dari dua
aspek, Pertama, konsep dasar perpu dengan kegentingan yang memaksa sebagai
kondisi yang menjadi persyaratannya. Isu yang perlu dijawab dalam aspek pertama
ini adalah ada tidaknya kegentingan yang memaksa sebagai latar belakang
pembentukan perpu. Analisis terhadap kegentingan yang memaksa tersebut
mencakup aspek kekosongan hukum dan kebutuhan mendesak, Kedua,
konsiderans perpu beserta kelemahannya dari perspektif administrasi peme-
rintahan serta teknis perancangan (legal drafting). lsu yvang perlu dijawab dalam
aspek kedua inl adalah urgensi penggunaan prinsip contrarius octus dalam
pembubaran ormas sehingga pembubaran ormas tidak perlu melalul putusan
pengadilan.

B. Konsep Kegentingan yang Memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Perundang-undangan

Perpu sebhenarnya bukan jenis peraturan perundang-undangan yang hanya dapat

ditemul di Indonesia. Negara lain Juga memilikl konsep serupa dengan perpu dan

! Rl Pers Berama Koaliss Masyarakat Sipd Talak Perpu Crmas, “Perppu Oomas Ancaman Bag Demoiorasi dan
Megara Hifum' lskama, 24 Juli 2007, dapar diakees delan ip e pabdon il feg-content! gl cas)
L0 Siamn-Pers-Koalisi-hMargsrakad-Sipd-Tolak: Perppe-Ormaz-24 0117 pdf-
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hanya berbeda dalam aspek penamaan atau prosedural pembentukannya. Inggris,
misalnya, memiliki konsep fost-trock legislotion, yaitu undang-undang yang
dibentuk dengan prosedur vang cepat atau di luar prosedur normal untuk merm-
bentuk suatu undang-undang. Fast-track legisiofion ini dapat ditempuh sepert
untuk menindaklan|ut putusan pengadilan dan perjanjlan internasional, meng-
atasi krisis ekonomi, terorisme, dan lain-lain? Selain Inggris, negara lain juga
mengenal konsep hukum dalam keadaan darurat {emergency low) atau hukum
dalam keadaanperang (martial low, state of siege).

Pada sistem hukum negara lain, pemberlakuan keadaan darurat diatur dalam
konstitusi agar negara untub secara efektif dapat melawan ancaman tanpa
mengorbankan pengambilan keputusan demokratis atau [aminan dasar hak-hak
fundamental. Pengaturan pemberlakuan keadaan darurat dalam konstitusi secara
yuridis menguntungkan bagi sistem hukum. Pertama, pengaturan pemberlakuan
keadaan darurat dalam konstitusi dapat berimplikasi pada perhatian yang lebih
besar dapat diberikan untuk melindungl hak-hak individu dan membuat respons
militer yang lehih efektif. Pada situasi darurat, cara pengambilan keputusan dan
findakan pemerintah melalui prosedur normal terdalu memberatkan untuk
digunakan dalam situasi yang memerlukan tanggapan cepat. Oleh karena itu,
keadaan darurat perlu memiliki mekanisme alternatif yang tercantum dalam
konstitusi itu sendiri sehingga memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi
dihormati, bahkan dalam situasi ketika demokrasi itu sendirl terancam. Kedug,
kondisi darurat yang diatur secara konstitusional melindungi pelaksanaan sistem
hiukurn sipil dalam kejadian darurat. Pendekatan ini sering disebut sebagal konsep
dualisme konstitusional. Konsep dualisme konstitusional didasarkan pada
anggapan bahwa harus ada ketentuan untuk dua sistem hukum yang beroperasi
dalam keadaan normal untuk melindungl hak dan kebebasan, serta hal lain vang
sesuai untuk menghadapi keadaan darurat,”

Azpek keadaan darurat dalam pembentukan perpu dapat ditemukan pada
Pasal 22 ayat (1) UUD 1545 yvang mengatur bahwa, “Dalam hal ihwal kegentingan
yvang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagal
pengranti undang-undang.” Berdasarkan rumusan yang singkat tersebut, maka
frasa kuncl dalam memahami perpu adalah ‘kegentingan yang memaksa'. Jika
merujuk pada Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemer-
dekaan Indonesia (BPUPKEI}), maka tidak ditemukan adanya pembahasan yang
mendalam mengenai konsep perpu.

1 Committes anthe Constitwncn, fast-track Legisaron: Coastfutions implcations and Sajeguards (15" Repart
of Sezsipn 2008-08), London: Ho e of Lords UK Pariament, 2009,

Y WWam Feldman, Y Theories of Bmergency Powess: A Comparative Analyss of American Martial Law and the
French State of Sege”, Correl internmtionm! Low Jawrns), Wal. 38, oue 3 2006, bdm 10801021
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Pengaturan Perpu perpu Pasal 22 UUD hanya sempat disinggung dalam Sidang
Fertama Fanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI} pada 18 Agustus 1945
Padasidang tersebut, Otto Iskandardinata mengklarifikasi pengaturan perpu:

"ladi Peraturan Pemerintah ity harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam sidangnva. Dalam prakteknya Presiden akan
ditunjuk, Manti Presiden harus mengadakan peraturan yang harus
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang belum kita bentuk,
Bagaimana dalam halimi?"*
Terhadap pertanyaan tersebut, Soepomo memberikan jawaban singkat bahwa hal
tersebut sudah termasuk dalam peraturan peralihan® Tidak adanya dinamika
pembahasan konsep perpu dalam sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan bahwa
ndak ada elaborasi yang mendalam terhadap konsep tersebut.

Femahaman terhadap konsep perpu dapat dilihat pada bagian Penjelasan UUD
1945 sebelum amandemen. Pasal 22 yang mengatur konsep perpu merupakan
salah satu pasal dalam UUD 1945 yang tidak mengalami amandemen, Oleh karena
itu, walaupun bagian Penjelasan UUD 194 5telah dikapus dalam amandemen tetapl
penjelasan frasa ‘kegentingan yang memaksa’ masih dapat ditelusuri pada bagian
Pepjelasan tersebut maupun gagasan vang melatarbelakanginya. Penjelasan Pasal
22 UUD 1945 (sebelum amandemen) menjelaskan sebagai berikut:

"Pazal ini mengenal noadverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagal
ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat
dijamin oleh pemerintah dakam keadaan yang genting, yang memaksa
pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian,
permerintah tdak akan terlepas darl pengawasan Dewan Perwakilarn
Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang
kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh
Dewan Perwakitan Rakyat”™®

Walaupun baglan Penjefasan UUD 1945 telah mencoba mengural frasa
‘kegentingan yang memaksa', akan tetapi sebenarnya indikator dari ‘kegentingan
yvang memaksa' tdak cukup jelas. UUD 1945 hanya menunjukkan elrl kegentingan
tersebut melalui ketentuan di ayat (2) yang menyatakan bahwa perpu harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [DPR) dalam persidangan yang
berikut, Kegentingan yang memaksa secara harfish hanya dapat didefinisikan
sebagai kondisi yang tidak normal, tetapi tidak mampu menjelaskan kondisi

' Anenda B Kusema, (etal)ed.], Risplafh Sidang Badan Pervefidic Lsahe- Usshe Persigoon {emerdeiosn
fnchanesia, Jakarta: Sekretasat Megea Aepublik Indonests, 1952, him, 320

o bl

! Bagian Pengelasan Undang-Undang Dasar Megara Regunlik ndonesia Tabun 1945 [LFUD 1945)] {sebesum
amandemen] seberarmva tidak pernab disshkan aleh Panitia Persiapan Eemerdekaan indeonesia (PPE]) pada
anggal 18 Agusiug 1945, Bagian 1erseDist desusien ofeh Soep o setelah LD 1545 berlakia. Mamain, hagan
tersebut bery terintegrasi dalem nasah ULD £945 spteiah Dekrit Presiden.
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kegentingan yang memaksa dalam indikator yang terukur” Lemahnva kriteria
kegentingan karena tanpa indikator yang jelas dapat dilihat pada jumiah perpu pada
tahiun 1960 { pasca-Dekrit Presiden) vang mencapal 56 judul, Jumlah perpu tersebut
dapat menyiratkan adanya keadaan genting atau justru kondisi sebaliknya, yaitu
kriteria yang kabur sehingga pemerintah dapat menafsirkannya secara luas®
indikator 'kegentingan yvang memaksa' kemudian dirumuskan aleh MK pada
tahun 2009, Putusan MK Momor 138/PUL-VII/ 2003 tentang Permabonan Pengujian
Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 320
Tahun 2007 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana terhadap ULID 1945 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada hari Senin, 8 Februari 2010 {Putusan
MK Mo, 138/PUL-VIZ00%9) menjelaskan persyaratan keadaan "kegentingan yang
memaksa’ dalam 3 (tga) kondisi, yaitu:
a. adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat
berdasarkanundang-undang;
b. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada (kekosongan hukum) atau
adaundang-undang tetapi tidak memadai; dan
€. kekosongan hukum tersebut fidak dapat diatasi dengan membuat undang-
undang secara prosedur blasa karena akan membutuhkan waktu yang lama.
Pendapat MK tersebut tidak berbeda dengan pendapat limly Asshiddigie
mengenal unsur penting 'kegentingan yang memaksa'. Menurut limly Asshiddigie,
'kegentingan memaksa' sebagai syarat perpu memiliki tiga syarat, yaitu; ancaman
yvang membahayakan (dongerous threots); kebutuhan yvang mengharuskan
[reasonable necessity); dan/atau keterbatasan waktu (limited time).* Sementara itu
Binsar Gultormn memiliki pendapat berbeda dengan Jimby Asshiddigie. Menurut
Binsar Gultom, perpu tidak menyaratkan adanya ancaman yang membahayakan.
Kriteria kegentingan yang memaksa dalam pembentukan perpu leblh menekankan
aspek kebutuhan yang mengharuskan (reosonable necessity), danfatau keter-
batasan waktu [fimited fme), Oleh karena itu, pembentukan perpu menurut
Gultom tidak mensyaratkan adanya keadaan bahaya (dongerous threats), baik yang
diumumkan secara resmi maupun tidak diumumbkan,'
Persyaratan kondisi dalam kegentingan yang memaksa dalam membentuk
perpu dapat dijustifikas] pada dua argumentasl. Pertama, bahwa pranata-pranata

! Reza Fikri Febriansyah, “Eksistens dan Prospek Pengaturan Perpu Dalam Satem Morma Hossm Megara
R s bl | e 5@, S Legisiies! e, Mal, 8, Mood, 2002, him. 670

' Relativitas kegentingan dalam perspeitif pemenntah dapat ditemaukan pada Peraturan Pemerintah Pengganti
Lnddang-Undang Mamoe 5 Tabun 1963 tentang Sweat Hutang Londleefover. Perppa il kemsdian @sabian
menjad Urdang-Undang Momar 6 Tahun 1564 tentang Surat Hutang Loadeefonm:. Pempu ing tdsk pernah
elekif diaksamaian saat ite dan pgs sekarang kanens L tevsebol belem permah desbut stau digant aleh
undang-undang lain.

P limily Asshiddsgie, Hisder Tirfa Megoena Dansed, Lakana: PT, RajaGralia o Persads, 2007, hm, 207-208,

™ Binsar Guftoen, Pelamgganar HAM dalem Hidkem Feadman Devarebdi Inoanesio: Mengapa Penganiian HAM Ad
Hac of Incoresio Kuwvang Bfekh? Jakarta: PT Gramedsa Pustaks Ltama, 2010, hbm. 116117
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institusi republik, dalam rangka melindungi kebebasan, terlalu merepotkan jika
digunakan dalam situasi genting dan aleh karena itu dibutuhkan pranata khusus
untuk mempertakankan eksistens| negara. Keduo, bahwa berjalannya sistem
hukum secara normal perfu dibedakan dengan berjalannya sistem hukum daflam
kordisi genting.”

Argumentasi pertama dibangun dari proposisi bahwa undang-undang
merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kebebasan
atau sebaliknya, membatasi kebebasan. Situasi darurat kemudian memaksanegara
untuk membatasi kebebasan, namun pembatasan tersebut tidak memungkinkan
jika dilakukan dengan instrumen undang-undang karena situasi darurat yang harus
segera diatasi oleh pemerintah. Terlebih |agi, apabila pembatasan kebebasan
tersebut menggunakan undang-undang, maka prosedur vang harus dilewati terlalu
lamadalam kenteks kedaruratan negara.

Argumentasi pertama yang didasarkan pada situasi darurat dapat dibenarkan
jika hukum dilihat dari perspektif instrumentalis. Mamun argumentasi tentang
peran instrumental hukum akan lemah jika dikritik dari perspektif legitimasi. Kritik
terhadap instrumentalisme perpu dari perspektf legitimasi mengacu pada dua
konsep, vaitu demokrasi deliberatif dan rule of low. Jika konsep demokrasi
deliberatif dikontekstualkan dengan pembentukan hukum, maka konsekuensinya
permbentukan hukum harus melalul proses deliberasi di ruang publik. Deliberasi di
ruang publik menempatkan rasionalitas kemunikatif sebagai partisipasi rasio yang
diarahkan untuk mencapal intersujektivitas berupa konsensus. Konsep demokrasi
deliberatif dengan demikian mendefinisikan hukum tidak sekedar sebagai produk
politik, melainkan produk kemunikasi'? Jika pembatazan kebebaszan berserikat
dilakukan dengan instrumen perpu maka secara prosedural menutup kemungkinan
deliberasi dan melemahkan legitimasi pembatasan tersebut. Selain itu, secara
normatif pembatasan kebebasan berserikat dengan perpu bertentangan dengan
Pazal 28 UUD 1945 vang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, pembentuk UUD 1945 telah
menyadari bahwa pembatasan hak berserikat seharusnya memiliki legitimasi yang
kuag

Konsep rule of low juga menjadi syarat elementer bagl legitimasi pembentukan
hukum. Premis mendasar dari rule of low dalam pembentukan hukum adalah
bahwa setiap undang-undang dapat dijustifikasl publik. Menurut Tatsuo Inode,
salah satu prinsip struktural dalam rule of low adalah adanya pengundangan

" lohn Ferepohn dan Pasguabe Paguing, “The Law of the Ewception: & Typology of Emesgency Powers”,
Intermaranalloiramaf Consttutanal Law, Vol 2, Mo, 2, 2004, Mm 233-234,

Y Lihat Mictar Imanwel W Nalle, Mengragas Hukumr Berbasis Sesivnefites Somuambef Malang: LB Press,
010
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.
{promulgotion) Ealam pembentukan hukum, Pengundangan bukan hanya terkait
dengan publisitas materi muatan produk hukum. Prinsip pengundangan juga
membutuhkan publisitas dalam basis |ustijkasi. Oleh karena itu, menurut Inoue,
pembentukan hukum yang mengacu pada konsep rule of low seharusnya memberi
kesempatan proses deliberasi agar berbagai data dapat dipertimbangkan dalam

proses tersebut .

Argumentasi kedua didasarkan pada konsep teoretis hukum tata negara darurat
yvang membedakan hukum dalam situasi normal dan hukum dalam situasi di luar
narmal, Ketika situasi tidak sedang dalam keadaan normal, maka sistem yang
digunakan seharusnya sistern hukurm dalam keadaan di luar normal."* Pada situasi
yang tidak normal, menurut Ferejohn dan Paguino, konstitusi dapat mengatur 4
(empat) dimensi kedaruratan, yaitu:®
a. Pernyataan keadaan darurat (quo declaration): Konstitusi seharusnya mengatur

mekanisme pernyataan keadaan darurat yang biasanya dilakukan oleh eksekubif.
Pasal 12 ULID 1945 memang mengatur wewenang presiden untuk menyatakan
keadaan bahaya, tetapi pernyataan keadaan bahaya tidak menjadi syarat untuk
pembentukan perpu. Menurut Herman Sihombing, mekanisme pernyataan
keadaan darurat merupakan bentuk berlakunya hukum tata negara darurat
objektif, Hukum tata negara darurat objektif memungkinkan pemerintah
melakukan pengenyampingan dan penghapusan hak asasi tertentu dalam
instrumen peraturan perundang-undangan karena adanya keadaan bahaya,
keadaan perang, dan lain-tain;"

b. Pelaksanaan kekuasaan dalam keadaan darurat {guo exercise): Konstitusi
seharusnya mengatur peribal cabang kekuasaan vang dapat melaksanakan
pemerintahan dalam keadaan darurat;

c. Pengakhiran keadaan darurat | gua reestabiishment of normality); dan/atau

d. Kontral terhadap pelaksanaan kekuasaan dalam keadaan darurat {gua contral
on the effects of the emergency measures).

Pertanyaannya: bagaimana presiden menentukan terpenuhi atau tidaknya tiga
kondisi tersebut? Apakah ketiga kondisi tersebut dapat menjadl kriteria yang
objektif? Putusan ME Mo, 138/PULU-VIIZ008 menjelaskan bahwa penilaian
terhadap syarat kondisl tersebut merupakan hak subjektf presiden. Kewenangan
pembentukan perpu menurut UUD 1945 hanya diberikan kepada presiden,
termasuk kewenangan untuk menetapkan ada atau terjadinya hal keadaan darurat
negara. Kewenangan ini sifatnya atribubf (atributie van wet wegeven demacht) yang

U Tamuo mous, “The Rule of Law @d Lew of Legisiznon”, dalem biku Cegisiotion M Contest: Einmy in
Lgisprideor yang disusiin alefiue | Winigers |ed|, Hampsram: Asngatn Publishing Limed, 2007, him_ 71

" Ipohn Ferejobn dan Pasquats Pagueno, Soocit, him. 223,

o dhigh, bl 230,

" Herman Sihambang, Hishem Tote Megono Dorenet dil ndamesic. Jakarta: Djambatan, 19965, hlm. 36,
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juga melahirkan tanggung jawab kepada presiden. Oleh karena itu, kewenangan
tersebut bersifat subjektif artinya hak untuk menetapkan perpu didasarkan atas
perilaian subjektif dari presiden sendiri mengenal adanya keadaan darurat negara
(state af emergency ) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa,”

Pengawasan terhadap hak subjektf presiden kemudian dilakukan cleh DPR
ketika perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang
berikutnya, Rumusan 'mendapat persetujuan DPR' menunjukkan bahwa wewenang
DPR adalab menolak atau menerima perpu. Jika DPR menerima perpu, maka perpu
akan disahkan menjadi undang-undang, sedangkan jika ditolak maka perpu
tersebut akan dicabut. Mekanisme inl sebenarnya membingungkan darl konsep
stote of emergency karena emergency low seharusnya berlaku untuk sementara
wiaktu, tetapl perpu justru dapat ditetapkan menjadi undang-undang dan beriaku
tanpa batasan waktu. Oleh karena itu, nomenklatur perpu merupakan jenis yang
berbeda dengan emergency low dan lebih menyerupal fast-track legisiotion tetapl
dengan prosedur yang berbeda,

Pengawasan terhadap perpu juga dapat dilakukan dengan mengajukan
permohonan judiciol review ke ME, Putusan ME No. 138/PUL-VII/2009 menjadi
preseden bahwa MK berwenang melakukan pengujian perpu dengan argumentasl
kedudukan perpu setara dengan undang-undang, yang merupakan objek pengujian
di MK, dan dibentuk dalam keadaan memaksa. Adanya wewenang ME untuk
mengwji perpy membuat konsep state of emergency di Indonesia mengalami
pergeseran secara teoretis. Sebelum ME memutuskan berwenang menguji perpu,
stote of emergency di Indonesia menganut paradigma yang berorientasi pada
negara (state-centered-theorles). Paradigma berorientas| pada negara cenderung
mengabaikan teks konstitusi dengan justifikasi adanya kebijaksanaan pemerintah
untuk mengatasi kegentingan secara efektif. Adanya wewenang pengujian perpu
ateh MK sebelum dinilai oleh DPFR mengakibatkan paradigma state of emergencoy
indonesia cenderung berorientasi pada konstitusi (constitution-centered-theories)
yang menekankan kepatuhan pada konstitusi atas dasar kekhawatiran terhadap
peryalahgunaan wewenang dalam situas penting.®

lika Perpu Ormas menyasar pada ormas-ormas radikal, khususnya HTI, maka
penafsiran kriteria kegentingan yang memaksa dalam konteks tersebut merupakan
hak subjektif presiden. Mamun demikian, penafsiran terhadap kriteria tersebut
minimal harus menjawab beberapa isu berikut:

™ mumammad Syarit Mo, " Hakekat Keadaan Darura Megars [3ie Of Emergencyl sebagal Dusar Pembantukan
Peratuman Pemerintah Penggant Undang-Urdang”, furmal Hidgkeen JUSGLIEA IWETLUA, Wal. 18, Nao. 2, 20011, him.
238

! Paradigna srare af dmergendy dapat dilinat pacs Andeds Iz, "German Constutians! Law and Daotsne on
State of Emegency-Paradgms and Dfemmas of a Trdtonal {Contnental] Dscowrse”, German Lew Sowmal,
Wil T, Mo, 5, 2006
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a. Bagaimana tingkat ancaman yang membahayakan dari ormas radikal seperti HTI
terhadap keberlangsungan negara? Menurut penulis, tingkat ancaman yang
membahayakan tersebut harus dapat dibuktikan dengan adanya bindakany
kegiatan konkrit secara terarganisir. Penafsiran terhadap "ancaman yang mem-
bahayakan' juga harus dapat menunjukkan bahwa ormas radikal telah me-
lakukan tindakan/kegiatan dalam tahap lanjut. misalnya tindakan/kegiatan
untuk mengganti pemerintahan dalam bentuk mobilisasi massa atauw mem-
bentuk opini publik untuk mencapaktujuan tersebut;

b. Apakah UL Ormas yang ada tidak mampu mengatasi ancaman yang mem-
bahayakan tersebut? Kriteria inl tidak dapat dilepaskan dari kriteria pertama.
Ancaman yang membahayakan tersebut harus tidak dister dalam UU Ormas
sehingga pemenntah harus mengatasinga dengan mengaturnya dalam perpu.
Salah satu kelemahan UU Ormas adalah hanya mendefinisikan 'paham yang
bertentangan dengan Pancasila® dalam lingkup ideclogl ateisme, komunisme,
Marxisme-Leninisme, Batasan tersebut menghambat pemerintah untuk
mengambil tindakan terhadap ormas dengan ideologi lain yang secara aktual
telah mengancam keberlangsungan negara. Dalam konteks ini, kriteria
kekosongan hukum menjadi terpenubl sebagal legiimasl bagl pemerintah
dalam membentuk perpu. Tampaknya perancang UL Ormas dahulu gagal
mengelaborasi spektrum ideclogiyang bertentangan dengan Pancasila;

c. Apakah waktu yang dibutubhkan untuk membuat UU Ormas yang baru atau
undang-undang perubahan membutuhkan waktu yang terlampau lama
sehingga ancaman tersebut justru akan makin membahayakan negara?
Penyusunan undang-undang baru bukan proses yang sederhana. Waktu yvang
dibutuhkan harus terpotong dengan masa reses dan bahkan harus di-
programkan dalam Program Legistasi Nasional (Prolegnas). Tafsiran terhadap
waktu yang dibutuhkan ini harus mampu menunjukkan bahwa waktu yang
dibutuhkan dalam membuat undang-undang baru Justru akan makin berbahaya
karenaaktivitas ormas tersebut dikhawatirkan akan makin membesar.

-
C. Kelemahan Aspek Perancangan (Legal Drafting) dan Prinsip Contrarius Actus
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan
MNorma hukum Perpu Ormas didasarkan pada faktor sosial, politik, dan yuridis yang
dapat ditemukan pada bagian konsideransnya. Tulisan ini hanya difokuskan pada
faktor yuridis yang menjadi landasan dari perpu. Berdasarkan pada bagian
konsideransnya, Perpu Ormas didasarkan pada dua argumentasiyuridis, yakni:
Pertama, UU Ormas belurm mengatur secara komprehensif mengenal ke-ormas-
anyangbertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan




Asas Contarius Actus pada Perpi Ormas: Kritik dalam Perspektif HAN dan HAM 254

hukum dalam menerapkan sanksi yang efektif™ Substansi perpu dalam kaitannya

dengan argumentasi inimenambahkan dua materilarangan terhadap ormas, yaitu:

1} larangan menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang
sama (pada pokok atau keseluruhan) dengan nama, lambang, bendera, atau
simbol organisasigerakan separatis atau terlarang;

2] larangan melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan MERI,

Substansi perpu juga menambahkan bagian Penjelasan Pasal 59 untuk
memperjelas ruang lingkup larangan “melakukan tindakan permusuban terhadap
suku, agama, ras, atau golongan” dan “menganut, mengembangkan, serta
menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Tindakan
permusuhan yang dilarang dalam perpu mencakup ucapan, pernyataan, sikap atau
aspirasl (lisan dan tertulis] melalul media elektronik atau non-elektronik yang
menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu, setiap orang, dan penye-
fengeara negara. Larangan terhadap paham yvang bertentangan dengan Pancasila
juga diperluas sehingga bukan hanya mencakup ajaran ateisme, komunisme,
Marxisme-Leninisme, tetapi juga paham lain yang bertujuan menggant/ mengubah
Pancasila dan UUD 1945

Perluasan larangan permusuban sehingga mencakup pula permusuban
terhadap penyelenggara negara menuai kritik karena berpotensi mengkriminalisasi
pihak-pihak vang mengkritik pemerintah. Pandangan kontra tersebut sebenarnya
terbuka untuk diperdebatkan karena aspek materiil dalam unsur 'menimbulkan
kebencian' dapat memperjelas perbedaan antara kritik terhadap kebijakan
pemerintah dan sikap anti-pemerintah {atau bahkan anti-negara) yang sebenarmya
menjadisasaran dari parpuinl,

Kelemahan dari perluasan larangan permusuban tersebut justru pada aspek
perancangan (drofting) bagian Penjefasan. Padahal, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UL P3LY)
membatasi materl muatan yang dapat dicantumkan dalam bagian penjetasan.
Penjelasan seharusnya tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma dan
Fumusan yang isinya memuat perubaban terselubung terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan.®™ Pasal 59 ayat (3) Perpu Ormas sebenarnya
meremuskan sasaran dari tndakan permusuhan adalah suku, agama, ras, atau
golengan. Qleh karena itu, bagian penjelasan seharusnya memberikan tafsiran
terhadap istilah: tindakan permusuhan, sukw, agama, ras, golongan, MNamun,
substanst penjelasan justru memperiuas norma Pasal 59 ayat (3) wehingga
penyelenggara negara menjadi bagian dari sasaran tindakan permusuhan,

" Korslderans Menimbang inf ¢ Pesataran Pemerintah Penggantt Undang-Undang Mamoe 2 Tahun 2017,
i lihat Lampiran Undang-Undang Momar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perendang:
Ursdangan (amos 177 dan 175}
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Kedua, UU Ormas belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efekif
untuk menerapkansanksi terhadap o mas yang menganut, mengembangkan, serta
menyel@irkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945 Asas contrarius actus adalah asas yvang berasal darl tradisi hukum Romawi
yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menarik kemball keputusan/
peraturan yang dibuatnya dengan ketentuan babwa penarikan keputusan/
peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya.

Asas contrarius octus sebenarnya melekat pada pejabat pemerintah tanpaperiu
ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, Sebenarnya setiap pejabat
pemerintah dapat menarik kembali keputusan yang dibuatnya walaupun
wewenang tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-
undgngan yang terkait, dalam kenteks ini adalah UU Orrmas.

Secara umum, asas contronus octus telah tercantum secara eksplisit dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Pencabutan kemball suatu
keputusan juga harus mengacu pada kriteria atau batasan yang telah diatur dalam
UL Administrasi Pemerintahan, yaitu apabila ada cacat ang, prosadur,
danfatau substansi [Pasal 64 LU Administrasi Pemerintahan). an pencabutan
status badan hukum ormas dalam konteks ormas radikal dapat digolongkan dalam
kriteria cacat subtanzi, Penjelazan Pasal 84 UU tersebut mendefinizikan cacat
subtansi, salah satunya, jika keputusan yang dikeluarkan ternyata dapat
membahayakan dan merugikan kepentingan umum,

Oleh karena itu, kedudukan Perpu Ormas dalam rangka mempertegas asas
contrarius octus secara normatif tidak tepat, Perpu tersebut secara substansial
justru lebdh ditujukan untuk memperjelas ruang lingkup membahayakan dan
merugikan kepentingan umum dalam konteks ke-ormas-an. 5atah satu bentuknya
adalah memberikan definisi-definisi yang lebih tegas terhadap ruang lingkup
larangan bagi ormas.

Melanjutkan dua argumentasi di atas, penggunaan asas contrarius actus dalam
pembubaran ormas justru merupakan substansi yang mendapat kritik tajam karena
pembubaran ormas dapat dilakukan dengan mencabut status badan hukumnya.
Padahal dalam UU Ormas sebelum diubah oleh Perpu Ormas, pembubaran ormas
tidak dapat langsung dilakukan melalul pencabutan status badan hukum oleh
pemerintah melainkan dengan putusan pengadilan, Argumentasi dari kritik ini
adalah perspektif HAM, khususnya tentang kemerdekaan berserikat dan
mengeluarkan pendapat. Pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan
dikhawatirkan akan membuat pemerintah [eksekutif} terjebak pada praktik ctorita-
rianisme seperti yvang dilakukan Orde Baru. Menurut Penulis, kritik dengan

T Karsiderans Menimbang binef @ Peratusan Pemerintah Penggantt Undang-Unsdang Mamee 7 Tahen 2017




Asas Contarius Actus pada Perpi Ormas: Kritik dalam Perspektif HAN dan HAM - 256

perspektif HAM juga perlu melihat kedudukan hak berserikat sebagai kategori HAM
dalam hukum internasional maupun UUD 1945, isu yang perlu dicermati adalah
apakah negara dapat membatasi hak berserikat dengan instrumen undang-undang.
fika negara boleh membatasi hak berserikat, apakah pembatasan dalam bentuk
pembubaran hanya dapat dilakukan melalui pengadilan?

Hukum internasional, melalui Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan
Falitik [international Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR),* telah mengatur
berbagai macam HAM dalam ruang lingkup hak sipil dan politik. Pasal 22 ayat (1)
ICCPRmenjamin hak setiap oranguntuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak
untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungl
kepentingannya, Hak tersebut tidak dapat dibatasi kecuali jika dibatasioleh undang-
undang dengan tuluan untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan
publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral publik, atau
perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain [Pasal 22 ayat {2)]. Ketentuan
dalam ICCPR dengan demikian menegaskan posisi hak berserikat sebagai hak yang
dapat dibatas| [derogabie rights).

Pasal 4 ayat (1] ICCPR juga membolehkan negara untuk melakukan pembatasan
terhadap hak sipll dan poliik dalam keadaan darurat. Kondisi tersebut dapat
dibenarkan sepanjang tindakan negara dalam keadaan darurat tersebut tidak
mengakibatkan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenls kelamin, bahasa,
agama atau asal usul sosial. Mamun demikian, Pasal 4 juga menskankan pentingnya
pengumuman kondisi darurat secara resmi sebelum negara melakukan pembatasan
hak sipil dan palitik. Selain ity, kondisi darurat yvang berimplikasi pada pengenyam-
pingan hak sipil dan politk harus memilikl jangka wakiu keberlakuan sehingga
negara tidak dapat melakukan pembatasan tanpa jangka waktu yang jelas. Artinya,
kondisi darurat tersebut harus dimaknal sebagal kondisi vang sementara, Komentar
Ly terhadap Pasal 4 ICCPR menegaskan syarat tersebut.®?

sal 4 ICCPR tefah menimbulkan sejumiah persoalan bagi komite ketika akan
mempertimbangkan laporan dari beberapa negara pihak. Ketka suatu kondisi
gawat darurat publik yang mengancam kehidupan negara muncul dan diumumkan
secara resmi, suatu negara pihak dapat menderogasi sejumlah hak sampai pada
tingkatan yang diizinkan oleh situasi tersabut. Namun demikian, negara pihak tdak
boleh melakukan derogasi beberapa hak khusus dan tidak boleh melakukan
langkah-langkah diskriminatif atas dasar beberapa alasan, Negara pihak juga
berkewajiban untuk segéra memberikan informas] kepada negara-negara pihak

" Kovenan ini telah dirttikass aleh indanesa pada 28 Oktaber 2005 melabul Undang-Undang Momor 12 Tahun
005 tentang Pengecahan nfermalianal Coweamnt an Ch! oo Palitics! Rights [Kevenan Internasional fentang
B k- Haak sipadan Postik),

o i Madonal Hak Al Manusia, Komenioe whior Ko nom Infvmasional Hak Sall dan Paiiok, Kovenan
Jeste pricsovanl Hok Ekenami, Soaim, dan Basdnpe, | 240 ria : Ko sl Nasional Hak Aas Manusia, J008_klm, 7,
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Paﬂnrr'ﬂ melalui sekretaris jenderal mengenai derogasi yang telah dilakukan,
termasuk alasan-alasannyaserta tanggal di mana derogasitersebut alan diakhiri.

Selain itu, hukum internasional mengenal Prinsip Siracusa [(Sirocusa Principies)

yang mengatur mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur
di dalam ICCPR. Prinsip-prinsip ini dihasilkan cleh sekelompok ahli hukum inter-
nasional yang bertemu di Siracusa, Italia, pada April dan Mei 1984, Berdasarkan
Frinsip Siracusa, pembatasan terhadap hak sipil dan politk (termasuk hak
berserikat) dapat dilakukan |ika diperiukan. Pembatasan hak berserikat diperiukan
jika memenuhi empat kriteria, Pertoma, didasarkan pada salah satu alasan yang
dibenarkan dalam kovenan. Kedug, menjawab kebutuhan sosial. Ketiga, mencapal
tujuan yang sah. Keempat, proporsional pada tujuan di atas.™ Pembatasan tersebut
harus dilakukan dengan instrumen undang-undang atau putusan pengadilan dan
tujuan yang sah sebagai dasar untuk melakukan pembatasan tersebut setidaknya
bertujuan untuk:
a4, menjagatatanan masyarakat demokratis;
melindungi ketertiban urmem;
melindungi kesehatan publik (public health);
mielindungt moral publik (pubic moral);
melindungi keamanannasional (public security);
mielindungi kernanan publik; dan
melindungi hak dankemerdekaanwarga negara lainnya,
Sebelum ICCPR diratifikasi oleh indonesia pada tahun 2005, UUD 1945 Setelah
Amandemen telah memberikan kriteria tentang hak asasi yang tidak dapat dibatasi
dar alasan-alasan pembatasan hak asasi. Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 telah
memberikan kriteria hak asasi yang tidak dapat dibatasi oleh undang-undang,
antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tdak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut, Hak asasi selain yang disebutkan tersebut dapat dibatasi dengan
alasan untuk menjamin pengakuan serta pengharmatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
meral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban urmum.

Wewenang negara untuk membatasi hak berserikat juga ditegaskan aleh ME
dalam Putusan MK No, 82/PUL-XI1/2013 perihal Pengujian UU Ormas terhadap UUD
1945 yvang diucapkan secara terbuka pada hari Selasa, 23 Desember 2014. MK
berpendapat;

wmopen T

M The Sivecwsa Princhokes on the Limifotion ead Derogaeian Pravisions i tie e moilanal Covenmat on Ol mad
Palitical Rigits, EACN.A /158514,

B hckor imamuel W Halle, “Blasphemy Law and Public Newtrality m indanesa®, Mediterarnemn fearnal of Seom!
Fcierces, wol, B Mg, 2, 2007, ham. GJ-61.
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" ..jika kegiatan dan aktivitas Ormas terbukti mengancam keamanan
dan ketertiban umurm, mengganggu hak kebebasan arang lain, serta
melanggar nilai-nilai maral dan nilai-nilai agama, negara berkewajiban
dalam fungsinya menjamin ketertiban umum dapat melakukan
penegakan hukum, bahkan dapat menghentikan kegiatan suatu
Ormast

ICCPR dan UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran untuk
melakukan pembatasan kebebasan berserikat jlka kebebasan tersebut ternyata
dapat mengancam keamanan nasional dan ketertiban umum. Mamun demikian,
pemerintah harus dapat menjefaskan bentuk ancaman yang nyata dihadapi dan
dapat mengancam keamanan nasional dan ketertiban umum tersebut, Pembatasan
tersebut juga hanya dapat dilakukan melalul undang-undang. Kriteria terakhir ini
akan memunculkan pertanyaan baru; apakah pembatasan hak berserikat melalui
perpu, yang berartl tidak melalul proses legislasi di DPR, merupakan pembatasan
yang konstitusional berdasarkan Pasal 28) UUD 19457 Atau jika dielaborasi lebih
lanjut; apakah suatu keadaan genting dapat men|adi legitimasl bagl pemenntah
urtuk membatasi hak berserikat tanpa menggunakan undang-undang?

Pendapat European Commission for Democracy through Low (Venice
Commission) pada tahun 2006 dapat menjadi rujukan untuk menjawab pertanyaan
tersebut, Venice Commission telah memberikan Opini No. 3592005 tentang
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Situasi Darurat (Opinfonon the Protection of
Humon Rights in Emergency Situations). Menurut Venice Commission, pembatasan
HAM hanya dapat dilakukan oleh undang-undang karena adanya situasi darurat
atau keadaan bahaya dan akan lebih baik jika didasarkan pada konstitusi. Konstitusi
juga sebatkrnya mendefinisikan situasi darurat atau keadaan bahaya yvang dapat
menjadi dasar bagi pembatasan HAM.?® Fasal 12 UUD 1945 sebenarnya juga
mengenal konsep "keadaan bahaya' vang dapat dinyatakan oleh presiden. Namun
yang menjadi permasalahan, perpu dapat diundangkan oleh presiden tanpa perlu
menyatakan 'keadaanbahaya’.

Qleh karena itu, konsep perpu yang memhbatasi derogable rights sebenarnya
menjad| kontradiksi dengan [aminan dalam konstitusi, Pasal 281 UUD 1945 secara
tegas menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang
dan tidak menyvebutkan perpu sebagal instrumen yang dapat membatasi derogable
rights. Inilah yang tampaknya menjadi kelemahan dalam penggunaan perpu
sebagal alat membatasi derogoble rights karena Perpu dibentuk tidak melalui
prosedur di parlemen. Kondisi ini akan berbeda jika Indonesia mengenal
mekanisme fast-track legislaten sepertl di Inggris vang membuka kemungkinan

* Buropean Commissian for Democracy throwgh Lasw (Venios Commission), Solnior on The Prodection of Human
AIEhEs W Ererpency SEdemons, Steas bousg: Cawncilal Eueape, 2016, him, 13
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undang-undang disahkan dengan prosedur yang cepat oleh eksekutif dan parlemen
dalam situasi genting.

Permasalzhan lain yang muncul adalah jika pembatasan kebebasan berserikat
dapat dilakukan dengan perpu, apakah pembatasan dalam perpu hanya dapat
mengatur prosedur pembatasan mefalui putusan pengadilan atau pembatasan
tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan keputusantata usaha negara?

Prosedur yang disediakan dalam Perpu Ormas memang memberi kesempatan
kepada pemerintabh untuk membuat keputusan pencabutan status badan hukum
ormas tanpa pertimbangan putusan pengadilan. Keputusan pencabutan status
badan hukum ormas, sebagai suatu Keputuzan Tata Usaha Negara (KTUN ), dapat
menjadi keputusan yang sewenang-wenang jika perpu juga menutup mekanisme
kontrol terhadap keputusan tersebut.™ Namun demikian, Perpu Ormas sebenarnya
tidak menutup mekanisme kontrol melalui lembaga peradilan karena tidak ada
batasan untuk menggugat KTUN tersebut melalul Pengadilan Tata Usaha Negara
[FTUN). Selain mekanisme kontrol dengan melakukan gugatan ke FTUN terhadap
Keputusan Menterl Hukum dan HAM tentang pencabutan status badan hukum
ormas, upaya hukum laln yvang dapat ditempuh adalah mengajukan ufi materiil
perpu ke ME. Dengan demikian, upaya hukum dari ormas terkait masih tetap dapat
dilakukandalam berbagal mekanisme.

Adanya berbagai mekanisme untuk ‘melawan’ KTUN pembubaran ormas
tersebut menunjukkan bahwa sisterm hukum yang ada masih memberikan akses
terhadap forum yang layak, Makna inti dari forum yang layak, menurut Bedner dan
Vel, adalah apakah forum yvang dimaksud mampu menawarkan jenls penyelesaian
yang dibutuhkan oleh pencari keadilan.® Sistem hukum di Indonesia memberikan
peluang agar KTUN pencabutan status badan hukum dibatalkan melalu PTUN atau
bahkan perpu yang digunakan sebagai landasan yuridis pencabutan status badan
hukum dibatalkan cleh ME. Selain itu, akses terhadap kedua pilihan forum tersebut
tidak memiliki kambatan yang signifikan secara sistemik. Hambatan dalam konteks
ini merupakan hambatan yvang meliputi: hambatan fisik, finansial, psikologls, dan
aspek budaya.

Apakah prosedur pembubaran melalul pencabutan status badan hukum dan
kemudian diberi kesempatan menggugat ke FTUN kurang demokratis jika
dibandingkan pencabutan status badan hukum melalul putusan pengadilan?
Menurut Penulis, perubahan mekanisme tersebut harus ditempatkan sebagai

* pekanssme kontrodmelalwlembaga perad dan vang independ en merupakan salah satu elemennegarahukam.
Lilsat Aglripan W, Bedner, “Siustu Pencekatzn Bamenter terhadap Megars Hukem®, dalam bk Kepar Sasio.
Legal, yang deusen b=k Adrizan W Bedner, {etaf] ledsy, Jakarta: Ursversitas indonesia, Universdas Leiden,
Undwersitas Granengen, 2002, him, 174=177

M Adriaan e Bedrer dan lecgueSne Vel, “ishuah Kerangka Analiss unt wl Penelitian Empans dalam Bicang Akses
werhadapEeadilan”, dakam Mg, him 101,
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kizbifakan terbuba (open legal palicy] dar pembentuk perpu karena UUD 1945 tidak
mengatur secara kaku babwa pembatasan kebebasan berserikat harus melalul
putusan pengadilan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan berbentuk
undang-undang, kebijakan pembentukan undang-undang dikatakan bersifat
terbuka {open legal policy] ketika UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi
tidak mengatur atau tidak memberikan batazan jelas mengenai apa dan bagaimana
materi tertentu harus diatur oleh undang-undang. Sebaliknya, kebijakan
pembentukan undang-undang dikatakan bersifat tertutup |lka UUD 1945 telah
memberikan batasan jelas mengenai materi yang harus diatur dalam undang-
urdang.® Kebijakan terbuka tersebut dengan demikian harus dilihat dalam konteks
perpuyang dibentuk dengan alasan kegentingan memaksa.

D. Penutup

lika dilikat secara instrumental, Perpu Ormas dapat mengist kekosongan hukum
dalam kondisi kegentingan yang memaksa menurut tafsiran Presiden. Kegentingan
yvarg memaksa dan kekosongan hukum membutuhkan penanganan cepat melalul
pembentukan "undang-undang’ di luar prosedur biasa sehingga kemudian ditangan|
dengan perpu yang dapat dibentuk tanpa persetujuan DFR. Kondisi kekosongan
hukum dalam kegentingan memaksa tersebut disebabkan UU Ormas sebelumnya
tidak jelas mengatur ruang lingkup larangan melakukan tindakan permusuhan dan
juga larangan ormas menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila serta
ingin menggant Pancasila/lJUD NRI 1945,

Mamun demikian, Perpu Ormas masih memillki kelemahan secara substansial.
Pertama, pembatasan kebebasan mengeunakan perpu memunculkan ketemahan
dari sisl legitimasi karena minimnya diskursus yang deliberatif di ruang publik.
kedua, kedudukan Perpu Ormas dalam rangka mempertegas asas confranus ootus
tidak tepat karena asas hukum (dalam konteks Ink adalah contrarius actus)
sebenarnya telah melekat pada pejabat pemerintah tanpa perlu ditegaskan dalam
peraturan perundang-undangan. Ketiga, Perpu Ormas yang membatasi
kemerdekaan berserikat sebagai derogoble rights menjadi kentradikti® dengan
jaminan dalam konstitusl. Pasal 28} UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa
pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan tidak menyebutkan
perpusebagaiinstrumen yang dapat membatasi derogoble rights.

3 e Wibnwn, " #ansier Konstifsionalbias Sebaah Kebijakan Hideum Terbaika datem Pengepsn Undang-
Undang", Jurns Korstitusd, Val. 12, Mo 2, Juna 2015, him. 212
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